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Abstrak

Persiapan pembangunan dari segi fisik infrastruktur prioritas dapat melalui identifikasi potensi dan
serta perencanaan induk dalam mendukung pengembangan Kota Tidore Kepulauan sebagai kota jasa
berbasis agromarine. Dengan basis Agromarine yang merupakan percepatan dan mengoptimalkan
pembangunan dan percepatan pemanfaatan sumber daya potensial dan unggulan di darat maupun di
laut yang meliputi sektor perikanan, pariwisata, pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Infrastruktur menjadi faktor utama untuk mendukung terwujudnya Kota Tidore
Kepulauan sebagai kota jasa berbasi agromarine, karena pola agromarine di tekankan harus didukung
dengan pembangunan infrasktruktur yang memawadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Kota Tidore Kepulauan menjadi kota jasa berbasis agromarine dengan mengidentifikasi dan
mengevaluasi 5 bidang pendukung di program infrastruktur.Penelitian ini mengunakan metode
analisis Deskrpitif Kualitatif dan evaluatif dengan mengidentifikasi data yang sudah ada di 5 bidang
pada program infrastrukutur, dan mengevaluasi menggunakan parameter yang telah di tentukan.Hasil
rangkaian analisis yang di lakukan, di peroleh bahwa 5 bidang khususnya program infrastruktur tahun
2016-2018 dari 5 bidang belum semua mencapai target (100%) di antaranya di bidang Petanian 2016,
33% 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang perikanan 2016, 50%. 2017, 50%, 2018 50%, di bidang
kelauatan 2016, 50%, 2017, 50%, 2018, 50%, di bidang pariwisata 2016, 66%, 2017, 33%, 2018,
66%, di bidang pekerjaan umum 2016, 42%, 2017, 50%, 2018, 65%. 5 bidang pada pogram
Infrastruktur banyak yang belum sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Kata Kunci: Agromarine, Program, Infrastruktur, Kota Tidore Kepulauan.

PENDAHULUAN didasari bahwa infrastruktur dasar dalam
Sejak Tidore bergabung dengan wilayah Kota Tidore Kepulauan belum
Republik Indonesia pada tahun 1950 setelah seluruhnya dalam kondisi baik, termasuk

meleburkan semua wilayah kekuasaannya
termasuk Papua untuk menjadi NKRI. Maka
setelah melalui perundingan cukup panjang
dari seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya,
terbentuklah  Kota  Tidore  Kepulauan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 31 Mei 2003.

Persiapan pembangunan dari segi fisik
infrastruktur ~ prioritas  dapat  melalui
identifikasi potensi dan serta perencanaan
induk dalam mendukung pengembangan Kota
Tidore Kepulauan sebagai kota jasa berbasis
agromarine. Percepatan dan pemerataan
pembangunan infrastruktur perlu dilakukan
untuk membangun interkonektifitas dalam
daerah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini selain
merupakan program Pemerintah Pusat, juga

infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Selain belum seluruh jalan masih masuk dalam
kategori kondisi baik, utamanya jalan di
Kecamatan Oba Selatan, serta jalan menuju ke
lokasi wisata seperti Taman Nasional
Aketajawe. Selain itu, perlu dilakukan
pembukaan jalan-jalan baru sebagai strategi
penyebaran pemukiman bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur juga harus didasari
perencanaan secara terpadu, efektif dan efisien
termasuk  dalam  mendukung  aktivitas
masyarakat (perikanan, pertanian, pariwisata,
perdagangan, perindustrian), seperti jalan tani,
irigasi, embung, air bersih, pelabuhan
perikanan, pasar, terminal, gedung pertemuan
yang representatif

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi program
infrastruktur  di  semua bidang  untuk
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mendukung Kota Tidore sebagai Kota jasa
berbasis agromarine.

TINJAUAN PUSTAKA
Analis Kebijakan.
a. Perencanaan.
Melakukan percepatan pembangunan
infrastruktur yang meliputi
infrastruktur transportasi, jalan dan
jembatan, air minum, pengelolaan

limbah, pengelolaan sampabh,
telekomunikasi dan informatika,
perkotaan, dan lain-lain.
Pembangunan infrastruktur  yang

merata di seluruh wilayah didasarkan
atas gagasan bahwa pembangunan
tidak saja bermanfaat untuk golongan
atau wilayah tertentu saja namun harus
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara luas.
b. Implementasi.
Percepatan Pembangunan Infrastrukur
yang di lakukan Pemerintah Kota
Tidore Kepulauan sudah mencapai di
tahap baik tetapi ada program yang
tidak mencapai Target yang sudah di
tentukan pemerintah.
c. Evaluasi.
Yang harus di evaluasi adalah
program yang tidak mencapai target
pada tiap tahunnya, khususnya di
bidang Infrastruktur.
Pengertian Evaluasi Kebijakan
Menurut Winarno (2014) penilaian
atau evaluasi suatu kebijakan merupakan
langkah terakhir dalam tahap-tahap proses
kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional
yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan
pada tahap akhir saja namun pada semua
proses kebijakan publik mulai dari perumusan
masalah, program-program yang dilaksanakan
untuk menyelasaikan masalah, implementasi,
hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah
kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan
untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab
kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat
apakah kebijakan publik tersebut telah
mencapai dampak yang diharapkan. Oleh
karenanya, penilaian atau evaluasi dapat
menangkap tentang isi kebijakan, penilaian
kebijakan, dan dampak kebijakan. Menurut
Arikunto (2013) evaluasi adalah kegiatan
untuk  mengumpulkan informasi tentang
bekerjanya  sesuatu, yang  selanjutnya
informasi tersebut  digunakan untuk

menentukan alternatif yang tepat
dalammengambil keputusan. Fungsi utama
evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan
informasi-informasi  yang berguna  bagi
pihakdecision makeruntuk menentukan
kebijakan yang akan diambil berdasarkan
evaluasi yang telah dilakukan.
Definisi Agromarine

Dalam  pembangunan  ekosistem
kepulauan, secara garis besar terdapat tiga
pilihan pola atau model pembangunan yang
dapat diterapkan untuk ekosistem pulau kecil.
Pertama, menjadikan pulau sebagai kawasan
konservasi, sehingga dampak negatif penting
akibat kegiatan manusia tidak ada atau sangat
kecil. Ke dua, pembangunan pulau secara
optimal dan berkelanjutan, seperti untuk
pertanian dan perikanan yang semi-intensif.
Ke tiga, pola pembangunan dengan intensitas
tinggi yang mengakibatkan perubahan radikal
pada ekosistem pulau, seperti pertambangan
skala besar, tempat uji coba nuklir, dan
industri pariwisata skala besar. Diantara ke
dua pola ekstrim, yaitu pola pembangunan
tipe pertama dan ke tiga, terdapat pola
pembangunan yang berkelanjutan, yang terdiri
dari berbagai kegiatan pembangunan seperti
pertanian terkendali, penangkapan ikan baik
di perairan pantai maupun laut lepas,
budidaya tambak dan budidaya laut (marine

culture), pariwisata, industri rumah
tangga/industri kecil, dan sektor jasa (Hein,
1990).

Pembangunan wilayah dengan pola
agromarine, telah diintroduksikan sejak tahun
1992 oleh Departemen Transmigrasi dan PPH.
Pola Agromarine adalah pola pendayagunaan
alam yang mengutamakan sumberdaya hayati
laut agar diperoleh manfaat optimal melalui
prinsip pengembangan agribisnis. Konsep ini
meliputi pengembangan industri sumberdaya
perikanan sebagai sektor sentral yang
ditunjang oleh pemanfaatan sumberdaya
hayati dan nirhayati di sekitarnya, dengan
berdasarkan ~ pada  prinsip  kelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan hidup (PPP,
Dep.Trans. dan PPH; LPWP-UNDIP, 1995).

Agar pembangunan suatu pulau kecil
dengan pola agromarine dapat terlaksana
secara optimal dan berkelanjutan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, khususnya
penduduk asli pulau tersebut, maka pola
pembangunan agromarine hendaknya
didasarkan pada tiga prinsip dasar utama,
yaitu: (1) kesesuaian dan daya dukung
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lingkungan; (2) pendekatan agrobisnis; dan
(3) pendekatan kemitraan. Melalui penerapan
tiga prinsip ini, pembangunan pulau Kkecil
dengan pola agromarine akan berlangsung
secara berkelanjutan, baik secara ekologis
(ecological sustainability), ekonomis
(economic sustainability), dan sosial budaya
(socio-cultural sustainability), (Dahuri, 1998).
Secara skematis perumusan model
pembangunan wilayah kepulauan dengan pola
agromarine disajikan pada Gambar di bawah:

Permintaan KEBUTUHAN
Nasional PEMBANGUNAN

7'y

o
]
o
a
&
Input T eknologi
rulig

DAY A DUKUNG
LINGKUNGAN

- AdI&L estari

Keondisi Sosial KESESUAIAN
Budaya Masyarakat BUDAY A
Lokal

Gambar 1 Perumusan model pola agromarine
(perumusan model pembangunan wilayah
kepulauan dengan pola agromarine)
Sumber: Dahuri 1998)

Kebijakan Pemerintah untuk mendukung
Kota Tidore Sebagai Kota jasa berbasis
agromarine  (sektor  pertanian  dan
perikanan)

Pengembangan industri sumberdaya
perikanan sebagai sektor sentral yang
ditunjang oleh pemanfaatan sumberdaya hayati
dan nirhayati di  sekitarnya, dengan
berdasarkan  pada  prinsip  kelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Berikut ini adalah kebijakan Pemerintah Kota
Tidore Kepulauan di sektor Pertanian dan
Perikanan:

Tabel 1 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan di bidang Perikanan dan Kelautan

budidaya 2. Meningkatkan sarana

dan prasarana budidaya

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore
Kepulauan 2016-2020

Tabel 2 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan di bidang Pertanian

Strategi Arah kebijakan

1. Mengoptimalkan 1. Meningkatkan
sarana dan prasarana sarana dan prasarana
pertanian/ perkebunan | produksi dan
pemanfaatan
teknologi pertanian/
perkebunan

2. Menciptakan daya
saing dan Menjamin
pemasaran hasil
produksi pertanian.

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore
Kepulauan 2016-2020

Pengertian Pariwisata dan Kebijakan
Pemerintah untuk mendukung Kota Tidore
Sebagai Kota jasa berbasis agromarine
(sektor pariwisata)

Pariwisata atau turisme adalah suatu
perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau
liburan dan juga persiapan yang dilakukan
untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau
turis adalah seseorang yang melakukan
perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil)
dari rumahnya dengan tujuan rekreasi,
merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata
Dunia.

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah kota Tidore

Kepulauan di bidang Pariwisata.

Strategi Arah kebijakan

Meningkatkan sarana | Mengembangkan dan
prasarana dam mengelola destinasi
pengelolaan destinasi | wisata secara profesional

wisata dan berdaya saing

Strategi Arah kebijakan

1. Mengoptimalkan
sarana dan prasarana
perikanan tangkap dan

1. Meningkatkan sarana
dan prasarana
perikanan tangkap

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore
Kepulauan 2016-2020

Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem
fasilitas publik, yang bersifat fundamental di
tujukan kepada masyarakt/khalayak ramai
untuk melayani dan memudahkan masyarakat
secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang
berhubungan maknanya dengan struktur di
bawah struktural (structure beneath a
structureal)
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Tabel 4 Kebijakan Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan di bidang Pekerjaan Umum.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningka | Meningkat | Memban 1. Meningkatkan

tnya kan gun dan kondisi jalan yang
kualitas infrastrukt | mengemb | menghambat
infrastruk | ur darat angkan konektifitas dalam
tur laut dan laut infrastruk | wilayah

maupun yang tur yang 2.Membangun,
darat mendukun | menduku | merehabilitasi dan
yang g ng mengelola irigasi
menduku | perekonom | perekono | dan embung.

ng ian daerah mian 3,Menuntaskan
aktivitas daerah sarana dan prasarana
ekonomi pasar, utamanya
masyarak pasar Sarimalaha;

at dengan 4. Meningkatkan dan
mgmperh mengelola sarana
atikan dan prasarana

aspek pelabuhan termasuk
kelestaria pelabuhan perikanan
n 5. Membangun dan
lingkunga meningkatkan

n hidup kondisi drainase

untuk mengatasi titik
banjir dan genangan
air.

6. Membangun
gedung/hotel yang
mendukung
perekonomian dan
aktivitas
pemerintahan

7. Mengembangkan
ruang terbuka hijau,
utamanya RTH
Tugulufa

8. Melakukan
kegiatan
pembangunan sesuai
tata ruang, daya
dukung dan daya
tamping

Sumber: RTRW/RMPJMD Kota Tidore
Kepulauan 2016-2020

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode
analisis Deskrpitif Kualitatif dan evaluatif
dengan mengidentifikasi data yang sudah ada
di 5 bidang pada program infrastrukutur, dan
mengevaluasi menggunakan parameter yang
sudah di tentukan
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah
otonom vyang dimekarkan dari Kabupaten
Halmahera Tengah berdasarkan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
pemekaran wilayah yang diresmikan pada
tanggal 31 Mei 2003. Secara geografis, letak
wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada
batas astronomis 0°-20° Lintang Utara dan
pada posisi 127°- 127,45° Bagian Timur. Kota
Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah

13.862,86 Km2 dengan daratan 9.116,36 Km2
dan batas wilayah sebagai berikut:

* Sebelah utara Berbatasan dengan Kecamatan
Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan
Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat.

* Sebelah timur Berbatasan dengan Kecamatan
Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera
Tengah.

* Sebelah selatan Berbatasan dengan Gane
Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan
Kecamatan pulau Moti Kota ternate.

* Sebelah barat Berbatasan dengan Laut
Maluku. Secara administratif, kota Tidore
Kepulauan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan
dan 72 desa/kelurahan seperti yang diuraikan
berikut ini:

1. Kecamatan Tidore; Jumlah
desa/kelurahan 11 dengan ibukota
Gamtufkange, dan luas daerah 212,15
Km2.

2. Kecamatan Tidore Selatan; Jumlah
desa/kelurahan 8 dengan ibukota
Gurabati, dan luas daerah 249,32 Km2.

3. Kecamatan Tidore Utara; Jumlah
desa/kelurahan 12 dengan ibukota Rum,
dan luas daerah 221,33 Km2

4. Kecamatan Tidore Timur; Jumlah
desa/kelurahan 4, dengan ibukota Tosa
dan luas daerah 199,92 Km2.

5. Kecamatan Oba; jumlah desa/kelurahan
9 dengan ibukota Payahe, dan luas
daerah 2.373,63 Km2.

6. Kecamatan Oba Selatan; Jumlah
desa/kelurahan 7, dengan ibukota
Lifofa, dan luas daerah 2.210,92 Km2.

7. Kecamatan Oba Utara; jumlah
desa/kelurahan 9 dengan ibukota Sofifi,
dan luas daerah 1.155,91 Km2. 8.
Kecamatan Oba Tengah; jumlah
desa/kelurahan 12, dengan ibukota
Akelamo dan luas daerah 2.493,17
Km2.

Gambar 2 Peta Administrative Kota Tidore
Kepulauan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah 5 Bidang (Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Pariwisata, dan
Perumahan dan Permukiman) Khususnya
Infrastruktur dari tahun 2016-2018

Pada bagian ini akan membahas
mengenai permasalahan yang terjadi di
lapangan mengenai kebijakan atau program
yang telah di gagas oleh pemerintah apakah
sudah sesuai dengan program yang di gagas
oleh Pemerintah atau belum. Di muat dalam
bentuk tabel serta penjelasan atau deskripsi
sebagai berikut:

Tabel 5 Identifikasi masalah di Bidang
Pertanian Khususnya program Infrastruktur

Tahun 2016
. Lokasi Anh Deskripsi Kondisidi Lapangan.
Kebijakan
1 Kota Tidore Kepulauzn Sarana Pembuatan Irigasi pada
2 o= |Prrma | Desa Kahoho Tayaw Kec.
" B : A Pertanian Oba dengan panjang 2512
u a  |R
) Derichmn
(sumpher data dinas pertanian 2016)

Tabel 6. Identifikasi masalah di Bidang
Perikanan Khususnya program Infrastruktur

Tahun 2016
Xo. Lokasi Arah Deskripsi Kondis di Lapangan.
Kebijakan.
1 [P s Perkanan Ko |Seram Peabuhn  Pericanan |1
Tidoee Ko (Posrm  [tmgkp 6 Kelwdm
V== [Pz | Goto e 2016 bt
- tmgkap sangat kecl

(sumber data perikanan 2016)

Tabel 7. Identifikasi masalah di Bidang
Kelautan Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2016

Xo. Lokasi Anh Deskripsi Kondisidi Lapangan

Kebijakan

1 Peta sarana Perikanan Kotz | Menmgkatkan | Serana Pelabuhan

T Kplan  |sm do gm’zﬁﬁi
V=="|praseranz Kepualam, Yang tidak

— | iz mempunyai lemari o

- e peyinpanm i “Hie

Tabel 8. Identifikasi masalah di Bidang
Pariwisata Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2016

0. Lokasi Anh Deskripsi. Kondisi dan Permasalahan

Kebijakan.

1 Peta sebaran objek wisata Meningkatian | Desntinasi Wisata di pantai
Nd -’-. o ate s yang tidak ada WC

r = .. |pengelolaan | dan Kamar mandi
= destmasi

(sumber Dimas Pariwisata 2016)

Tabel 9. Identifikasi masalah di Bidang
Perumahan dan Permukiman Khususnya
Program Infrastruktur Tahun 2016

[0 LOKAsI Bidang Yang Indikasi Deskripsi Kandisi di Lapangan.
menjalankan Program
Kebijakan,
1 | PetzDrainase Pemghendmn | Dramase  dan | (1), Renovast Drainese
i | §=— | Permikiman S B pada tainm 2016 &
Ll == 8 | e One.
d = Pz
Sarimalsha,
Geimg  dan d %)
-3 N
[ Hotel (Removasi drainaase di keluraban
5 One]
Petascharanpasar
3
() Renovas: Pasar
sarimalaha yang terbakar
pada tabam 2015
= = |BmaMag Talan, Jembatan | (1)Pembuatan Jalan Lada
T D Gorong | AST3
< ‘gorons
(pembuztan jalan Lada ake java) |
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eimrantin by Tabel 12. Identifikasi masalah di Bidang
bt Kelautan Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2017
438 Indentifikasi masalah di bagian Kelautan Tahun 2017,
;’ — Tabel 4.8 Indenrifikasi masalah di bagian Kelautan Tabun 2017,
(omiiyebiatn ek §o. Lokasi Arah Deskripsi. Kondisi di Lapangan
3 Tata Ruang. Pelabuhan Pela | (1), Pelzbuban Speed Kebijakan
‘buban Boat Rum yang atapnya 1 Peta srana Perkanan Kota | Meningiatkan 35?1?.5:"&”1 - T =
‘perikanan RTH | ambruk d terjang angin Tidore Kepulauan  |sarama  dan memf;mm”
o s el
(pglabuban Rum Tidore)
(sumber dinas Perikanan 2017)
fanpman Tabel 13. Identifikasi masalah di Bidang
Pariwisata Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2017
> i it . .o K s oo
N N, Tokasi Anab Deskripsi. ‘Kondisi dan Permasalahan
Tabel 10. Identifikasi masalah di Bidang —(re S
Pertanian Khususnya program Infrastruktur e Bl

Tahun 2017

4.3.6 Indentifikasi masalah di bagian Pertanian Tahun 2017.
Tabel 4.7 Indenrifikasi masalah di bagian Pertanian Khususuya Infrastruktor Tabun 2017,

NO. Tokasi Anab Deskripsi Kondisi di Lapangan.
Kebijakan (sumber Dinas Pariwisata 2017)
1 Kota Tidore Kepulauan Sarama (Salah  Sam  Jalan
> = o Praswana Pertanian di kecamatan Oba
TR T | e ang betum di perbaii. .- . R
. w Tabel 14. Identifikasi masalah di Bidang
= Perkebunan.

Perumahan dan Permukiman Khususnya
program Infrastruktur Tahun 2017

11.3.00 Indentifikasi masalab_di bagian Infrastruktur Tahun 2017,
Tabel 4,11 Indentifikasi masalab.di bagian Infrastruktur Tabun 2016,

+

No. LOKAST Bidang Yang Tndikasi Deskripsi Kondisi di Lapangan.
menjalankan Program
Kebijakan.
T | Peta Dramase Perumahan dan | Dramase  dan| (1), Renovasi Drsinase
. Permukiman. (o | pada tahn 2017 di
= 5 Kelurahan Bobo,
- Pasar
Surimalaha,
Gedwg  dum
(@)Pembuatan Irigasi pada Hotet
Desa Koli.. Kep Oba bo)
Petasebaranpasar
dengan panjang 465 M
(umber data dinas pertamian 2017)
@) Renovasi gedung B
Pasar sarimalaha

Tabel 11. Identifikasi masalah di Bidang
Perikanan Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2017

4.3.7 Indentifikasi masalah di bagian Perikanan Tahun 2017.
7 > - Bina Marga Jalan, Jembatan, | (1)Pembuatan Jalan
Terminal Sofifs

Tabel 48 Indentifikasi masalah di bagian Perikanan Khususnya Infrastruktur Tabun 2017, (o :’1: i —
~0. Tokasi b Deskripst ‘Kondisi di Lapangan. - forne
Kebijakan.
T [Pea e Pekmm Ko | Szam Dol Perikman T =
Tidore Keplmm  |Passma  |tmgkp & Kebha 7 2
7 = | Perikanmn payabe  wnm 2017 P a—

ST
T/ . |tamgiap terlihat sangat kecil.

(o data pesiicaman 2017)
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(2) Temmbatan yang russk
& keluraban Mareku, dan
belum i perbaski oleh
Pemerintah.

3 Tata Ruang. Pelabuban Peia | (1) Pelabubian Speed
buban Boat Sofifi yang tidak

perikanan RTH | memiiii ruang tunggu.

Tugulufa

(pelabuban sofifitidore)

(%) RTH Tuguufs yang
i salah gunaan menjadi
ios jsjanan

(Pamtas Tugulnfa)

(samber Dinas Bapelitbang 2017)

Tabel 15 Identifikasi masalah di Bidang
Pertanian Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2018

4.3.11 Indentifikasi masalah_di bagian Pertanian Tahun 2018,
Tabel 4.12 Indentifikasi masalab_di bagian Pertanian Khususuya Infrastruktur Tabun 2017,

No- Tokasi Arah Deskripsi Kondisi di Lapangan.
Kebijakan

1 Kota Tadore Kepulauan Sarana (1)Pembuatan Embung &

X : Prassrana Refurshan Gurabunga
& ’4, p= Pertanian
= -
Perkebunan.
(Emmbung Kelurahan Gursbunga)

(2) Pembuatan Inigasi pada
Des: Kos...Kes Oba
dengan panjang 625 M

(sambez data dinas pertanian 2018)

Tabel 16. Identifikasi masalah di Bidang
Perikanan Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2018

4.3.12 Indentifikasi masalab_di bagian Perikanan Tahun 2018,

Tabel 4.13 Indentifikasi masalab_di bagian Perikanan Khususoya Infrastruktur Tahun 2018,
&

NO. Tokast Arah Deskripsi Kondist di Lapangan.
Kebljakan.
T Peta swama Peilanan Kot | Saam Pelabuban  Perikanan
Tidore Kepulawn | Prassrana tngiap di Kelurahan
Perikanan Tomalou tahum 2018
= o | tngkap terlihat sangat kecil

(Pelabuban Perikanan Tomalou)

(umber data perikanan 2018)

Tabel 17. Identifikasi masalah di Bidang
Kelautan Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2018

4.3.13 Indentifikasi masalah di bagian Kelautan_Tahun 2018.
Tabel 4.14 Indenifikasi masalah di bagian Kelautan Tabun 2018,

O, Tokasi Arab Deskripsi. Kondisi di Lapangan
Kebijakan
T Pea swama Perlammn Ko | Meningkafin | Sarana Pelsbuban

Perikanan yang 33 di
houcs Kepulaum,  |samnd 4@ | goyyrgian Tomalau Kota
. prasans Tidore Kepualaum, Yang
= i vk mempunyas lemarn
e budiday; penvimpanin tkan

(Pelabuban Perikanan Tomalou)

(sumber Dimas Perikanan 2018)

Tabel 18. Identifikasi masalah di Bidang
Pariwisata Khususnya program Infrastruktur
Tahun 2018

4.3.14 Indentifikasi masalah _di bagian Pariwisata Tabun 2018,
Tabel 415 Indentifikasi masalab_di bagian Pariwisata Khususnya Infrastruktur Tahun 2018,

o, Tokasi Anah Deskripsi. Kondisi dan Permasalaban
Kebijakan.
T Peta scbaran objek wista Meningkatkan | Pengelolaan Destinasi wisata
sarana =
s "Gl prasarans dam | & Pastai Maitara Khususoya ” |
> L . |pengclolan | saran prasarana untuk evemt ' -
- destinasi =

ooy ‘nasional Maitara Jaga Neara

(Wisata Pulau Maitara)

(Sumber Dmas Pariwisata 2018)

Tabel 19 Identifikasi masalah di Bidang
Perumahan dan permukiman program
Infrastruktur Tahun 2018

dibagian Tahun 2017,
Tabel 4,16 Indentifikasi masalah_di bagian Infrastrukrur Tahun 2016,

No. TORAST Bidang Vang Tndikasi Deskripsi Kondisi di Lapangan.
menjalankan | Program
Kebijakan.
T [ Feta Dramare Perumahan dan | Drsinase  dan| (1) Removas Drainase
Permukiman. pada tabun 2018 &
o Sweana Prasasin | ¢ g rahan Cobo
- Pasx
Sarimataha,
Gedmng  dan
Hotel
» (Renovas dramaase di kelurahan
Peta sebaranpasa Cobo)
() Renovasi gedung A
Pasara Sanim:
Selesat
B Marga Taian, Jembatan, | (1) Pembuatan Jaian
Tusebo. Jaian ini juga
D Gorong: | sses bary prmginibung
gorong antara desa tuseho dan
akelamo. Yang tahun
sebelumaya tidak.
‘memill akses
penghubung.
(pembuatan jalan Terminal Tuseho
(2) Jembatan yang o
ambruk di desa akselamo,
akibat bencana al;
3 | Petalamgan Tansporas Tata Ruang PelabubanPela | (1), Pelabuban Pelm
o ‘buban Trikora Tidore yang
= 5 perikanan, RTH | lahan parkir di gunakan
-~ Tugulufa sebagai penyimpan peti
kemas.

(pelabuban Trikora tidore)

Feta Rencana KTH (2) RTH Tugulufa yang
P sudah di benahi tetapi
f tidak memiii sarama
< prasarana seperti K
Mandi dan we.
(RTH Tuguluts)

(Sumber Dinas Bapelitbang 2018)
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Evaluasi Kebijakan pemerintah di Semua
Bagian (Pertanian, Perikanan, Kelautan,
dan Pariwisata,) khusunya Infrastruktur
dari tahun 2016-2018

Pada bagian ini akan membahas tentang
evaluasi program-program yang di gagas oleh
pemerintah. Di muat dalam bentuk tabel serta
penjelasan atau deskripsi sebagai berikut:

Tabel 20. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pertanian Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2016

4.4.1 Evaluasi Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanian Tabun 2016

Pada tabel 4.17 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang pertanian pada program infrastrukur dengan parameter yang
sudah di tentukan sebagai berikut

Tabel 4.17 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah_di bidang Pertanian Khususnya Infrastrktur Tahun 2016,

o Variabel Sub - Variabel Lokasi Evaluasi/ Paramater Presentase
Deskripsi Keberhasilan
1 Pertanian Sarana dan Prasaran Desa Kahoho | Pembuataan Cucup Baik 3%
dan Pertanian dan Tayawi Irigasi
Perkebunan Perkebunan ( Irigasi Pertanian
Pertanian, Jalan Tani, Terlaksana,
dan Embung) tdak  ada
pembuatan
jalan tani dan
embung pada
tabun 2016,

(Sumber Dinas Pertanian 2016)

Tabel 21. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Perikanan Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2016

442 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan Tahun 2016,
Pada tabel 41§ akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang perikanan pada program infrastrulur dengan parameter yang
sudah di tenfukan shagai berdkt

Tabel 4.18 Tahel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidnag Perikanan khususnya program Infrastrktur Tahun 2016.

N0 Variabel Sub - Variabel Lokasi Fvaluasi/ Paramater Presentase
Deskripsi Keberhasilan
1 Perikanan Sarana dan Prasarana Kelurzhan Pembuatan Sedang/ Rata- 0%
Perikanan Tangizp Gato Pelabuhan rata
(Pelabuhan Perikanan Perikanan
dan Tempat Pelelangan Terlakasana
Ten & Kelurahan
Goto  tetapi
fidak
memiliki
Tempat
Pelelangan
Ten

(Sumhar Mins Kalantan dzn Periicanam 20161

Tabel 22. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Kelautan Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2016

443 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Kelautan Tahun 2016.
Pada tabel 4.19 gkan menjelaskan tentang evaluasi di bidang kelautan padz program mfrastrular dengan parameter yang

sudah di temtukan sebagai berikut

Tabel 4.19 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bagian Perikanan Klususnya program Infrastrktur Tahun 2016.

Yo Variabel Sub- Lokasi Evaluasi' Deskripsi Paramater Presentase
Variabel Keberhasilan

1 Perikanan Sarma dan Kefurahan Pembuztan Pelabuhan | Sedang Ratz- %

Prasarama. Goto Perikanan Terlakasana a2
Perikznan & Keluwahn Goto
Tangkap tetapi tidak memiliki
(Pelabuban Tempat  Pelelangan
Perikanan Dn Dai daa
dan Tempat evalasi pada tzhun
Pelelangan 2016, ada 7 Tempat
Tkan yang harus di kelola
tetapi hanya 6 yang di
kelola oleh pemerintah

(Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2016)

H

TS0 Variabel Sub - Lokasi Evaluasi Deskripsi Paramater | Presentase

Tabel 23. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pariwisata Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2016

444, Fralnasi Kebijakan Pemerintab, dibidang Pariwisata Tabun 016,
Pada tzbel 420 dean menjelaskcan tentang evaluast di Dodang parrwisata pada program mirastnikour dengan parameter yang
sudzh di tearuean sehagai beribr

Tabel 4.20 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pariwisaia Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016,

Variabel Keberhasilan

1 Perikanan Sarana dan Kelnrzhan Pengelolamn destinas | Sedamg’rata- 66%

Prasarana Alesan wista vang sl & jic)
Parivisata befrshan ke
WC, Kamar suzh terata dengan
mandi balk tetapi tidak di
Tempat lengkapi dengan
Darkir) sarana Parkir Mobil
motor

(b Dins Pt 2016)
Tabel 24. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di

Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di
Program Infrastruktur Tahun 2016

443 Evaluasi Kebijakan Pemerintah dibidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2016,
Pada tabel 4.1 zkan menjelaskan tentang evaluasi di bidang Perumahan dan Permukiman pada program infrastrukur dengan
‘parameter yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.21 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman khususaya program
Tnfrastruktur Tahua 2016.

30 Variabel Sub- Tokasi | Evaluast Paramater Presentase
Variabel Deskripsi Keberhasilan

1 Infrastruktur Drainzse Kelurahan | Pembuatan | Sedang'Rata- 66%
Gn Saama | Ome, dramase & rata
Prasaran Kelurahan kelurzhan
Pasar Indonesiana ome
Sarimalzha, terlakasana,
Gedmg dn pembustan
Hote! sarana
prassrama
pasar
terleissand

i tidak
pembangman
geding  atan
hotel di tabun
2016,

1 Tnfrastrukrur Talan, dan | Kelurahan, Prensentase (Talam) 427%
Tembatan. Lada g, jaa vang d&i Clp etk

dm bugt & tahn (jembatan) 8011%
Kelurahan 2016 dengzn Bai

payahe trget 7830
tetapi  pada
than 20116
hanya
mencapal
4279 yang di
mma  hanya
jlm Lada
EECNE
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Vg dibuat,
dmn
pembuatan
jembatan
dengan target
8  jembatan
sudah
Tampung
tetapi  ada
slsh s
jembetn di
Ielurghan
payche yang
behm  d
perbaild oleh
pemerintah,
di lkarenakan
aggaran
vag tidak

‘mbculami
3 Infrastruktur Pelabuhan, RTH | Kelurahan Pelabuhan Sedang/ Rata- A%
Togulufa

Rum dan mm  vang mafa
Kelorahan | atapnya
Tomogoba ambruk
mdah d
benzhi  oleh
pemerinizh
pada  akhir
tahon 2016
Karena sudah
banyak
pengeluban
Gari beberapa
penggma
pelsbuhan
RTH
Tuguiufs

vang tidk di
‘benahi dan di
dah gungkan
oléh  warga
setempat

shagal kios

iz

(sumber Dinas Beplithang 2016)
Tabel 25. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pertanian Khususnya di Program

Infrastruktur Tahun 2017
445, Evaluasi Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanian Tabun 2017,
Pada tahel 4.2 géan memjelaskan teatang evaluasi di bidang pertanian pada program infrastrukur dengan parameter yang
suzh di tenfulcan sehagai berflot

Tabel 4.22 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian khususoya program Infrastruktur Tahun 2017,

No Variabel Sub - Variabel Lokasi Evaluas/ Paramater | Presenrase
Deskripsi Keberhasilin

1| Permian Sarana dan Prasaran DesaTayawi | Pembuatazn Culup Baik 3%
dan Pertaman dan dan Desa Ingas

Perksbunan Perkebunan ( Irigasi Kolt Pertanian
Pertanian, Jalan Tani, Terlaksana,
dan Embung) jalan tani &
desa kahoho
belim  di
peba dan
tidde  afa
pembuatan
embung pada
talnum 2017

(sumbeg dinas pertanian 2017)

Tabel 26. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Perikanan Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2017

447 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan Tahun 2017.

Paa tabel 423 alian mernjelasian tentang evaluasi di bidang perikcanan pada program infrastruker dengan parameter yang
‘sudah di tentukcan schagai beriout:

Tabel 4.23 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perikanan khusunya program Infrastruktur Tahun 2017.

SO [ Variabel Sub— Variabel Lokasi Evaluasi Paramater | Presentase
Deskripsi | Keberhasilm
T | Pakam Sarana G Prasuama Rewdim | Peabuaia Selang Rax E3
Perikznan Tangizp Payane Pelzbuhan —
(Pelabutan Perikanan 2
(7 « Terldkasaa.
dan Tempat Pelclmgm & Kelwdim
Tan) Gowo - tetapi
tidak
memifia
Tempat
Pelelangan
i

(sambes Ditas Relautan dan Perikaman 2017 )

Tabel 27. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Kelautan Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2017

448 Evaluasi Kebijakan Pemerintab dibidang Kelautan Tahun 2017,
Pada tabel 4.24 akan menjelasian tentang evaiuasi di bidang kelautan pada program infrastrukur dengan parameter yang
sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.24 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemeriatah di bidang Kelautan khususuya program Infrastruktur Tabun 2017.

Variabel Sub - Lokasi Evaluasi/ Deskripsi Paramater Presentase
Variabel Keberhasilan
Periianan Saranz dan Keluraha Pembuatan  Bagan Sedang’ Rata- 30%
Prasarana Budi nPayahe Tian terlaksana tetapi 1ata
daya ikan pengadaan lemari
(Lemari penyimpan ikan tidak
Penyimpan terlihat i lapangan.
danBagan Target sarana
) prasran:  kelanan
pada whm 2017
adalah: 7 Tempat yang
di kelola tetapi hanya
mencapai 5 Tempat
saja yang di kelola.

(sumber Dinas Kelautan dan Perikanan 2017)

Tabel 28 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pariwisata Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2017

449, Evaluasi Kebijakan Pemerintah i bidang Pariwisata Tabun 2017,
Pada t2bel 4.25 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang pariwisata pada program infrastrukcur dengan parameter yang
sudzh di tenfulcan sebagai berilut:

Tabel 425 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah i bidang Parivisata khususnya program Infrastruktur Tabun 2017,

o Variabel Sub- Lokasi Evaluasi/ Deskripsi Paramater Presentase
Variabel Keberhasilan
1 Pariwisata Sarana dan Kelurzhan Pengelolan Culoup baike 3%
» oo destinasi  wisata
vag ada d
Pariwisata ( kelrzhan  Cobo
. ‘belum tertata dengan
W R [ogp—
mandi, ada sarana prasarana
WC dn lom:
Tempat mandi  di e::
Parior) wisata tetapi
destinasi wisata di
Kelurahan 0b0
mempunyal  lahan
parkir Mobil dan
Motor.
(sumisr Dinas Pariwisata 2017)
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Tabel 29. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di
Program Infrastruktur Tahun 2017

440 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan PermukimanTahun_ 2017,
Pada tabel 4.26 gz menelaskan tentang evaluasi di bidang perumzhan dan Permuiiman pada program infrastrukur dengan
‘parameter vang sudzh di tentkan sebagai beriit:

Tabel 4.26 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman khususnya program
Infrastrakrur Tahun 2017.

o Variabel Sub - Lokasi Evaluasi/ Paramater Presentase
Variabel Deskripsi Keberhasilan

I Tnfrastuar Dramascdm | Keohm | Pembuatan Sedang Ratzraia | 66%
Sarana Bobodm | drainase &
Prasran Kerdhan | kelwraban
Pasar Indonesizma | Bobo
Sarimalaha, terlakasana,
Gedung dan pembuatan
Hotel ssarama
prasarama
pasar
terlakssana|

RTH
Tugulufa
vang di buat
Hos  jman
oleh
pemerinh
setempat,
presentase
RTH tuguinfa
yang
sebelumnya
80%

seiarang
hanya  ada
0%  yang
20% di ambil
i di buat

Kiosjajan.

et Bdak
pembangunan
gedmg  atau
botel di tatm
W07

H Tnfrastrukier Tabm & Termizal Preasemase Scdung Ratz- B
Tembatan. Sofifi & jalan yang & i
Kelurzhan buat & tatm

Marek. 2017 dengan

target 61,09

tetapi  pada
2017

a2

mencapal

59,97 yang di

mana hanya

jalan

Terminal

Soifi vamg|

dibuat,  dam
pemmbuztan
jembatan

dengan target
9 jembatan
sudah

rampung

tetapi ada
slah  safu
jembatan &
Marek yang
bem &
perbaili oleh
pemeriah
di Karenakan
anggaran

vang  fidak
‘mecuiapi|

3 Tnffastukur Pelabutn RKeluahan | Pelabuban Sedang Ratz- 0%
dm RTH Seffidn | Sofifi yag it
Tuguuf Keloahan | fdakc
Tugu mempunya
uang fonggn
sudah muilai
di bust pada
bulan
November. .
LUV
kenyamanan
pan
penumpang .
Karena sudah
banyak
pengelutan
dari beberapa
pengguma
pelabunan.

(Suzmber Dinas 2007

Tabel 30 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pertanian Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2018

44 Evaluas Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian Tabun 2018,
Pata tabel 4.27 gkan menjelasion tentang evaluasi di bidang pertanian pada program mfrastrukur dengan parameter vang
sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 4.27 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pertanian Khususnya program Infrastrulktur Tahun 2018.

0 Variabel Sub - Variabel Lokasi Evalnasi/ Paramater Presentase

1 Pertanian Saranz dan Prassran Desa Kos Pembuatazn Sedang Ratz- 66%

& Pertaian &1 Kelnrahan Pertanian
Derkebunan | Perkebunan { Irigasi Guabunga | Terlaksana,

Bertnian, el Tasi Penbtan
danFabmg) Tk
& Reloghan

Gurabunga,
Tetapi tidak

jeied

pembnuatan
m
pada tamm
018

(Sumber Dinas Pertanian 2018)

Tabel 31 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Prikanan Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2018

4412 Evaluasi Kebijakan Pemerintah dibidang Perikanan Tahun 2018,
Pada tabel 428 akan menjelaskan tentang evaluasi di bidang perikanan pada program infrastrubur dengan parameter yang
sudah di tentkcan sebagzi berilt

Tabel 4.28 Tabel Evaluasi Kebljakan Pemerintah di bidang Perikanan Tahun 2018,

0 Variabel Sub - Variabel Lokasi ‘Evaluasi/ Paramater Presentase
Deskripsi Keberhasilan
1 Perikanan Sarana dan Praszrana Kelurahan Pembuztan Sedang’ Rata- 0%

Pelabuhan

Perilcaan Tnglap Tomzlon rt

; Perikanan

(Pelabubian Periicanan .

N Terlakasana

dan Tempat Pelelangan di Eelurahan

Ticar) Tomolou
telapt  tdak
memiliki
Tempat
Pelelangan
Tian

(Sumber Dinas Kelantan dan Perilzanan 2018)
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Tabel 32. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Kelautan Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2018

44,13 Evaluasi Kebijakan Pemerintah dibidang Kelautan Tahup 2015,
Pada tabel 429 gy menjelaskan tentang evaluwasi di bidang Kelautan pada program infrastrubur dengan parameter yang
sadah di tentukan scbagai berikut

Tabel 4.29 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Kelautan Khusunya program Infrastrukrur Tahun 2018.

o Variabel Sub - Lokasi Evaluasi/ Deskripsi Paramater Presentase
Variabel Keberhasilan
1 Perikanan Sarana dan Keluraha Pembuatan  Bagan Sedang’ Rata- 0%
Prasarana Budi n Iican terlaksana tetapi .
dava dkan Tomalon | pengaden  lemari
(Lemari penvimpan fan tidak
Penimpen tertihat di apangan
dan Bagan Target sarama
i) prasarama  kelautan
peda wnm 2016
adalair OTempat yang
& kelola tetapi harya
mencapsi 7 Tempat
saja yang di kelola

(sumbsr Dinas Kelautan dan Perikcanan 2018)

Tabel 33. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Pariwisata Khususnya di Program
Infrastruktur Tahun 2018

4414 Evaluasi Kebijakan Pemerintab_dibidang Pariwisata Tabun 2018
Pada tabel 4 30 dcap menjelaskan tentang cvaluasi di bidamg Parriwissta pada program infrastrukur deagan parameter yang
sadah di tentulan sebagai berikut

Tabel 430 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Pariwisata khususaya program Infrastruktur Tahun 2018

(% Variabel Sub— Tokasi Evaluasi/ Deskrips Paramater Presentase
Variabe Keberhasilan
1 Pariwisata Saranz dan Kelurahan Pengelolam Sedang’ Rata- 6%
B Mitara destmast wisafa ha
Pz vmg  ala &
Pariwisata ( kelurahan  Maitara
. sudzh tertata dengan
WC Kozt baik karena adanya
mandi, Event Maitara Jaga
ngara pada tabum
Tempat M8, e ik
Parkir) ada lzhan parkir
Motor, larena
keterbatasan.  [zhan
yang i milii oleh
pantzi Maitara

(sumey Dias Pariviseta 2018)]

Tabel 34. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di

Bidang Pekerjaan Umum Khususnya di

Program Infrastruktur Tahun 2018
4415 Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2018,

parameter yang sudah di tentukan sehagal bertkut

Tabel 4.31 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan dan Permukiman khususaya program

Infrastruktur Tahun 2018,
I Variabel Sub - Variabel Lokasi Evaluasi/ Panamater | Presentase
Deskripsi Keberhasilan
1 Infrastuitur Dramase G | Kelurahan Pembuztan Sedang Rata- 06%
Sarana Prasran | Cobo, dranse  di e}
Pasir Kelurahan kelrahan cobo
Sarimalaha, Indonesina | terlakasena,
Gedmg  dan pembuztan
Hotel g
D A
telakssana
e tidk
pobagma

gedmg  atm
hotel i tahun
2006

Infrastruknr Jalan dan Termanal Prensentase Sedang, Rata- 50%

Jembatan Tussho dan  |jalan yang i fa
Desa buat di tabun
Akelamo 018 dengan

wg 6715
tetapi pada tabum

jembatan di
kelfurahan
akelamo  yang
‘betum d
perbaiki  oleh
pemerintah, di
karenakan
anggaran - yang
tidak meculupi.
3 Infrastructur Pelabuhan dan Kelnrahan Pembuztan Sedang/ Rata- 30
Pelabuhan

RTH Tugulnfa Goto dan Trikora Kota i

Kelurahan Tidore
Tususi terlaksana,
uguzi. pelbn

mengembangkan
visinya schagai
Kotajasa
berbasis
agromarine,
tetapi betum ads
tempat
penyimpanan
Peti kemas
sehingga lahan
parkir di
gunalian unk
tempat
peyimpann
petikemas. RTH
‘mgulufa sudzh
dibenahi oleh
pemerinizh
setempat tetapi
belum ada
sarana prasaran
seperti WC/ dan
Kamar mandi

(Sumber Dinas Bapelitbang 2018]
Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 bidang
Khususnya di Program Infrastruktur tahun
2016-2018

Pada 5 bidang di atas sudah di
evaluasi secara terinci dengan deskripsi dan
parameter yang di tentuukandan di 5 bidang
tersebut tidak ada yang mencapai angka
100%, karena ada beberapa kendala di dana
maupun kurangnya kontrol dari 5 bidang
terebut hingga tidak mencapai angka 100%.
Semua evaluasi sudah di jelaskan di atas
secara detail, maka pada tabel ini akan
memperlihatkan evaluasi sesuai parameter
dengan secara singkat di lihat pada tabel 33,

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota

849



Jurnal Spasial Vol 6. No. 3, 2019
ISSN 2442-3262

Tabel 35. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 tersebut, agar capaian target terpenuhi
Bidang di Program Infrastruktur Tahun 2016- 2 Menuju Kota jasa Berbasis Agromarine
2018 membutuhkan waktu yang panjang sudah
Tabel 4.32 Tabel Evaluasi Kebijakan Pemerintah di 5 bidang, Khususnya program Infrastruktur Tahun 2016-2018, tlga tahun Kebljakan tersebut berjalan dan
baru tahun ketiga kebijakan ini berjalan
dengan baik, terlepas dari peran pemerintah
peran masyarakat juga penting demi
stabilnya implementasi  kebijakan di
lapangan, jadi pemerintah harus bekerja
- A sama  dengan  masyarakat  dan
BAPELITBANG % 0% %
mensosialisasikan program tersebut, demi
menuju Kota Tidore Sebagai Kota Jasa
Berbasis Agromarine
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NO | BIDANG-BIDANG YANG MENJALANKAN PROGRAM 2016 2017 2018
INFRASTRUKTUR

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 3% 3% 66%

PERIKANAN 0% 30% 30%

1
2
3 KELAUTAN 50% 0% 50%
7
5

(sumbsr Dinas Bapelitbang 2018)

KESIMPULAN
1.Berdasarkan hasil penelitian di lapangan,
terdapat temuan lapangan yang dapat penulis
simpulkan di 5 bidang Pertanian, Perikanan,
Kelautan, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum
khususnya di program Infrastruktur terdapat
begitu banyak masalah yang terjadi, program
yang di buat oleh Pemerintah belum efektif
di lapangan sehingga program yang di buat
belum sepenuhnya di jalankan di lapangan
sehingga masi banyak masalah yang terjadi.
2.Berdasarkan  hasil  analisis  Evaluasi
Kebijakan Pemerintah di 5 bidang Pertanian,
Perikanan, Kelautan, Pariwisata dan
Pekerjaan Umum khususnya di program
Infrastruktur dengan parameter sebagai
berikut pada tahun 2016-2018 dari 5 bidang
belum semua mencapai target (100%) di
antaranya di bidang Petanian 2016, 33%
2017, 33%, 2018, 66%, di bidang perikanan
2016, 50%. 2017, 50%, 2018 50%, di bidang
kelauatan 2016, 50%, 2017, 50%, 2018, Kota Tidore Kepulauan
50%, di bidang pariwisata 2016, 66%, 2017, Dahuri, 1998 Perumusan Model Pembangunan
33%, 2018, 66%, di bidang pekerjaan umum wilayah  Kepulauan ~ dengan  pola
2016, 42%, 2017, 50%, 2018, 65%. yang Hein lsg%r%r::genret)i.an Agromarine
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cukup baik Karena presentase yang di ntent&view= artlc_le&ld:357_: pengertian
. ; agromarine- =34:artikel&ltemid=96
targetkan Pemerintah dari tahun ke tahun Moloeng, L. J. (1993). Metodologi Penelitian
belum mencapai target (100%) yang sudah Deskriptif Kualitatif. Bandung, Remaja
di tentukan oleh Pemerintah sehingga ada

Rosdakarya Offset.
saja program yang belum terlaksana di Muhadjir, N. (1989). Metodologi Penelitian
lapangan dengan baik.
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1 Pemerintah  harus berperan aktif di
lapangan karena ada beberapa kebijakan
tidak menapai target yang sudah di
tentukan Pemerintah, terutama di bagian
infrastruktur yang menjadi faktor penting
untuk mendukung Kota Tidore Sebagai
Kota Jasa Berbasis Agromarine, perlu
adanya pembagian pengontrolan di setiap
bidang yang di menjalankan kebijakan

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota

850


http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=
http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=
http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=
http://www.stiebandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=
http://www.undipac.id/index.php?option=com_content&view=
http://www.undipac.id/index.php?option=com_content&view=
http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=457%3Apembangunan-infrastruktur-sebagai-pendukung-bagian-pertama&amp;catid=12%3Aartikel&amp;Itemid=85
http://ugm.ac.id/id/berita/2051-%20ugm.pendekatan
http://ugm.ac.id/id/berita/2051-%20ugm.pendekatan
http://www.thepresidency.gov.za/learning/reference/framework/part3.pdf
http://www.thepresidency.gov.za/learning/reference/framework/part3.pdf

